BUPATI BUNGO
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TENTANG |

KETENTUAN PERJALAINNAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
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PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
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bahwa Ketentuan Perjal nan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejapat Negara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan

di |
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dilal
dise
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Nom
Und
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Rakyat Daerah, Pegawai Elegem dan Pegawai Tidak Tetap

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang

tapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 26

in 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan
embangan penyelenggaraan pemerintahan dan perlu
cukan penyempurnaan sehingga perlu diubah dan
suaikan;

wa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
aksud pada huruf a] perlu menetapkan Peraturan
ati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam
eri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan
vakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negari dan Pegawai
k Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

£0, |

|
ang-Undang Nomor| 12 Tahun 1956 tentang
bentukan Daerah |Otonom Kabupaten Dalam
kungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
1baran Negara Repqlbhk Indonesia Tahun 1956
lor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
ang Nomor 7 Tahum 1965 tentang Pembentukan

™ d

rah Tingkat I Sar®1angun Bangko dan Daerah

lrad TT Tavaaasmes  Tadas sme s T e S ani s INT i it - 111



10.

Undang-Undang Nomor

o

7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun| 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara (
Indonesia Tahun 2004 No

Pemeriksaan  Pengelolaan

1 Tahun 2004 tentang
embaran Negara Republik

- Undang Nomor| 15 Tahun 2004 tentang

dan  Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun | 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4 00)
Undang-Undang Nomor

.
>

3 Tahun 2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesgia Tahun 2004 Nomo 126, Tambahan Lembaran

Negara

Undang-Undang Nomor
Pembentukan
(Lembaran Negara Republi

Nomor

Indonesia Nomor 4389);

Republik Indonesia Nomor 4438);

12 Tahun 2011 tentang

Perundang-undangan
Indonesia Tahun 2011
82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil N
Tahun
Republi
Undang
Pemerix
Indones
Negara
telah d
2015 te
Undang
Perubal
tentang

Republik Indonesia Tahun 2

egara  (Lembaran Negara Republik Indonesia
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
k Indonesia Nomor 5494);
-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
itahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
jia Tahun 2014 Nomar 244,Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
ntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
-Undang Nomor Tahun 2014 tentang
nan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Dag¢rah ( Lembaran Negara
14 Nomor 246 };

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengeldglaan Keuangan Daerah

( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan

Daerzah

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan




Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud der

W

=

5. Dewan Perwakilan R

11.

Peratyran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

12

Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam

Nege Nomor

13 Tahun

2006 * tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

tentang Perjalanan Dinas
Negarp, Pegawai Negeri dan

14.

Peratyran Menter:1 Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

Dalam Negeri bagi Pejabat
Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bunge Tahun 2007 Nomeor 12 );

MEMUTUSKAN :

DINAS |DALAM NEGERI
PIMPINA

/ ANGGOTA DEWAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN

BAGI PEJABAT NEGARA,

PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I
KETENTUAN UMU!1
Pasal 1

Provinsi adalah Provingi Jambi.
Daerah adalah Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan per
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan
at Daerah yang sela

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabu
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

M

1gan:

angkat daerah sebagai unsur

Wakil Bupati Bungo.

njutnya disebut DPRD adalah
jpaten Bungo sebagai unsur

Kabupaten Bungo.

Pejabat Negara adalah|Bupati dan Wakil Bug

hati.



9,

10. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sip

11,

13.

14.

15.

15.

16.

17.
18.

19.

.Surat Perintah Tuga

-4 -

Satuan Kerja Perangk

at Daerah yang selanj
organisasi/lembaga p

utnya disingkat SKPD adalah

ada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab

kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Indonesia (TNI), dan
(POLRY).

Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang
Pembina Kepegawaiam atau Pejabat lain
melaksanakan tugas| tertentu pada inst
penghasilannya menjadi beban Anggaran Pe
atan Belanja Daerah.

Anggota Kepolisiana

atau dengan namn
ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas-t
rangka pelaksanaan | anggaran belanja ¢
perangkat daerah.

il, Anggota Tentara Nasional
Negara Republik Indonesia

yang diangkat oleh Pejabat
dalam pemerintahan untuk
ansi pemerintah atau yang
ndapatan dan Belanja Negara

1a lain adalah pejabat yang
ugas perbendaharaan dalam
li lingkungan satuan kerja

Anggaran Pendapatan| dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan
Bungo.

Perjalanan dinas dal

dalam daerah dan ar daerah adalah

Belanja Daerah Kabupaten

negeri yang seianjutnya disebut perjalanan dinas

perjalanan ke luar tempat

kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya

sekurang-kurangnya
dalam wilayah Repu
perintah Pejabat yang
Surat Perintah Tugas|
dinas dari atasan yan
melaksanakan pekerja

crwenang.

yang selanjutnya d

yang selanjutnya d
dinas dari atasan yan
melaksanakan pekerja

Surat Perintah Tuga
dinas dari atasan yan

yang selanjutnya d

(lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan
lik Indonesia untuk kepentingan negara atas

isingkat SPT adalah naskah

ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk
sesuai tugas dan fungsinya.

isingkat SPT adalah naskah

ditujukan kepada bawahar: berisi perintah untuk
sesuai tugas dan fungsinya.

isingkat SPT adalah naskah

> ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selan;

utnya disingkat SPPD adalah

naskah dinas dari pejgbat yang berwenang kepada bawahan atau peijabat

tertentu untuk melaks

anakan perjalanan dinas.

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/ kantor/satuan kerja berada.
Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke

tempat tujuan.

Tempat Tujuan adalgh tempat/kota yang

dinas.

menjadi tujuan perjalanan
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®

22.Biaya Riil adalah
pengeluaran yang sah

biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

23. Perhitungan Rampung
sesuai kebutuhan riil |

Z4. Berhalangan adalah
berwenang tidak daj

r adalah perhitungan 1
berdasarkan ketentuai

suatu kondisi yag
pat menjalankan tu

iaya perjalanan yang dihitung
n yang berlaku.

ng mengakibatkan pejabat
gas kedinasan sebagaimana

biasanya karena alasg
kepegawaian.

(1) Perjalanan dinas dilaly
bagi kepentingan neg
fungsi penyelenggarag
pelayanan kepada masg

(2) Tugas sebagaimana df
vang bersifat keding
kedudukan yang dilal
Pejabat Negara, Pimgp
pegawai tidak tetap;

(3) Perjalanan dinas dilak
yang diperoleh bagi k
dengan biaya yan
perjalanan dinas;

(4) Kepala atau Pejabat
perjalanan dinas harus

(5)Kepala atau Pejab
mengikutsertakan Peg
persetujuan Bupati.

P

TAT

Secara administrasi perjq
a. surat resmi berasal daj

n sakit atau alasan 1z

BAB II
ASAS UMUM

Pasal 2

rukan  untuk melaky
ara dan/atau daerat
in pemerintahan, pel
ivarakat;

maksud pada ayat (
san di luar tugas
<ukan di tempat yan
iinan/Anggota DPRD

sanakan dengan men
epentingan negara da

y  diperlukan sehub

di lingkungan SKPI
5 mendapat izin / pers

sebagaimana d
awai Negeri atau Peg

at

BAB. III
A CARA PERJALANA

Bagian Pertama
Dasar Perjalanan Dii

Pasal 3

ri luar SKPD, yang be

lanan dinas dilakuka

ainnya berdasarkan peraturan

lkkan tugas yang sangat perlu
1 dalam rangka pelaksanaan
aksanaan pembangunan dan

1) merupakan tugas tertentu
rutin sehari-hari di tempat
1g dituju dilaksanakan oleh
Pegawai Negeri dan/atau

npertimbangkan antara hasil
in/atau daerah dibandingkan
ungan dengan pelaksanaan

D yang akan melaksanakan

etujuan tertulis dari Bupati.

imaksud ayat (4) dapat
awai Tidak Tetap atas izin /

N DINAS

as

in didasarkan pada:
rkenaan dengan pelaksanaan

tugas pemerintah daer]

ah dan/atau kepentin

gan negara/daerah;



Uraian tertulis sebagain]
kurangnya memuat:

a. maksud dilaksanakan
b. waktu dan tempat tujy
C. pejabat/personil yang
d. hasil yang akan dipero
€. jumlah dana yang dibi
f. mata anggaran yang d;

(1) Perjalanan dinas me;
tempat yang dituju dar

(2) Dalam perjalanan din;

pula perjalanan dinas
a. detasering di luar te
b.

@]

berada di

berdasarkan keputu

melakukan tugas;

kedudukan;
menjemput/mengan

perjalanan dinas;
- menjemput/mengan
negara/pegawai neg

yang terakhir ke kotd

(1) Perintah perjalanan d
ditandatangani oleh pe;

lana dimaksud dalam

ditugaskan untuk m
di luar tempat kedugq
. diharuskan mengha

menghadap seorang
luar tq
keterangan dokter te

- untuk  mendapatkj

. harus memperoleh p
surat keterangan do

ditugaskan mengiku

aw]

-6 -

Pasal 4

perjalanan dinas;
lan perjalanan dinas;
akan melaksanakan P

leh dengan melakuka;
ituhkan dalam melaks
pergunakan dalam pe

Pasal 5

Fupakan perjalanan

1 kembali ketempat ke
is sebagaimana dimal
yang dilakukan dalam
mpat kedudukan;

lenempuh ujian dinas
lukan;

dap Majelis Penguji K
empat  kedudukan,

AN pengobatan  di
sain Majelis Penguji Ke

engobatan di luar ten
kter karena mendapa

1

1
€

| tempat pemakaman;

Bagian Kedua

Pasal 6

abat yang berwenan

r dokter penguji kes

ntang kesehatannya g

ti pendidikan dan pe

larkan ke tempat p
negara/pegawai  negeri yang meninggal

arkan ke tempat p
Tl yang meninggal du

lerintah Perjalanan Di

inas dilakukan mel

1 Pasal 3 huruf b, sekurang-

erjalanan dinas;

1 perjalanan dinas;
sanakan perjalanan dinas;

laksanaan perjalanan dinas.

dari tempat kedudukan ke
dudukan semula;

ksud pada ayat (1) termasuk
1 hal :

/ujian jabatan yang diadakan

esehatan Pegawai Negeri atau
ehatan yang ditunjuk yang
untuk mendapatkan surat
una kepentingan jabatan;
luar tempat kedudukan
sehatan Pegawai Negeri;

1pat kedudukan berdasarkan
t cedera pada waktu/karena

latihan dinas di luar tempat

emakaman jenazah pejabat
dunia dalam melakukan

cmakaman jenazah pejabat
inia dari tempat kedudukan

nas

alui SPT dan SPPD yang
5, sebagaimana format pada

>3]

£

Lampiran 1.



iy

p. B
-

)Dalam penerbitan SP]
harus memperhatikan

a. pejabat yang berwe
dinas untuk perjalg
b. dalam hal perjalang
Berwenang harus m

(1) Perjalanan dinas yang|
SPT dan SPPD bagi yan

b. Sekretaris Daerah at
C. Asisten Sekretaris
sebagaimana dimaks

- (2)Perjalanan dinas ya;
penerbitan SPT dan SPI
a. Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua DPRD, 4

a berhalangan; atau
c. Anggota DPRD ya

(3} Perjalanan dinas yang
SPPD bagi yang bersang

a. Bupati/Wakil Bupati
b. Sekretaris Daerah at;

c. Asisten Sekretaris
ebagaimana dimaks

(4) Perjalanan dinas yang ¢
tidak tetap pada SKPD,
ditandatangani oleh :
a. Kepala SKPD; atau
b. Pejabat setingkat di

Kepala SKPD, dalam
berhalangan;

(1) Ketentuan sebagaimana
bagi :

a. pegawai negeri yan
nelaksanaan nroorar

hal-hal sebagai beriku
hang hanya dapat me
nan dinas dalam Wila;

i dinas ke luar Wilay
lemperoleh persetujua

g bersangkutan ditane
a. Bupati/Wakil Bupati;

2

as nama Bupati; dan
tud pada huruf b berh

ng dilakukan
°D bagi yang bersangk

ipabila pejabat sebagsz

ing ditunjuk Ketuas
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 1

dilakukan oleh Kepals
kutan ditandatangani

1S nama Bupati; dan
1id pada huruf b berh:

lilakukan oleh pegaw
penerbitan SPT dan S

g berasal dari

gt AT E YA CFA TR aiamd e o

-7

dan SPPD sebagain

Pasal 7

dilakukan oleh Bupa

Daerah atas nama

oleh

L

3

Daerah atas nama

bawah Kepala SKPD
hal pejabat sebagaim

Pasal 8

dimaksud dalam P4

luar

lana dimaksud pada ayat {1}
It :

mberikan perintah perjalanan
yah Jabatannya;

rah Jabatannya, Pejabat yang
n/perintah atasanrya.

ti/Walkil Bupati, penerbitan

latangani oleh :

Bupati, apabila pejabat

alangan;

Pimpinan/Anggota DPRD,

utan ditandatangani oleh :

imana dimaksud pada huruf

DPRD, apabila pejabat

waruf b berhalangan.

SKPD, penerbitan SPT dan
oleh :

Bupati, apabila pejabat

dangan;

ai negeri dan/atau pegawai
PPD bagi yang bersangkutan

yang ditunjuk atas nama

ana dimaksud pada huruf a

sal 7 ayat (4) juga berlaku

SKPD berkaitan dengan

G



(2) Penerbitan SPT dan
pada ayat (1) huruf a
dari Kantor SKPD
bersangkutan.

g
N

(1) Dalam hal perjalanan
dari instansi vertikal d
berdasarkan perintah/

(2) Penerbitan SPT dan §
pada ayat (1) ditetapka
a. Sekretaris Daerah a
b. Kepala instansi vert;

c. Asisten Sekretaris
sebagaimana dimak

(3) Penerbitan SPT dan SP
setelah memperoleh pe
menjadi atasan pejabai

0

(1) Biaya perjalanan dinas
uang harian terdiri g
biaya transportasi/t
biaya penginapan;
. uang representasi bs
dan Pejabat Eselon I
sewa kendaraan dal

o

A oo

<.

(2) Uang harian dan uang
huruf a dan d dibaj
tertinggi;

(3) Biaya transportasi/b
sebagaimana dimaksu
sesuai dengan biaya rii

- 8-

bPPD bagi pegawai n
dilakukan setelah me
yang menjadi atq

Pasal 9

dinas yang dilalcukan
alam rangka kepentin
persetujuan tertulis d

b PPD bagi pegawai n
n oleh :

tas nama Bupati; dan
kal yang bersangkutal

Daerah atas nam
sud pada huruf a berh

PD sebagaimana dims
rsetujuan tertulis dari
/pegawai negeri yang

BAB IV
SIAYA PERJALANAN D
Pasal 10

L terdiri :

lari uang makan, uan
)ahan bakar minyak;

gl Bupati/Wakil Bup:
I
am kota bagi Bupati/V

representasi sebagair
yarkan secara lump

hhan bakar minyal
d pada ayat (1) hury
| dengan batas terting

egeri sebagaimana dimaksud
mperoleh persetujuan tertulis
san pegawal mnegeri yang

. pegawai negeri yang berasal
gan pemerintah daerah harus
ari Bupati/Wakil Bupati;

egeri sebagaimana dimaksud

n; atau

a Bupati,
lalangan;

apabila pejabat

ksud pada ayat (2) dilakukan
Kepala instansi vertikal yang
bersangkutan.

INAS

> saku, dan transport lokal;

ati, Pimpinan/Anggota DPRD,
Vakil Bupati.

nana dimaksud pada ayat (1)
sum dan merupakan batas

k dan biaya penginapan
f b dan huruf ¢ dibayarkan
gi sesuai tabel;

TYa 1asna sssanlam e s s Tk s

AN

i S

P TR R . . T [



(5) Biaya penginapan sel

= -

agaimana dimaksud

pada ayat (1} huruf c tidak

diberikan terhadap yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah:;

(6) Biaya penginapan dihjtung berdasarkan lamanya efektif kegiatan dapat

ditambah 1 (satu) harij

(7) Khusus untuk keperlyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf g dan h, selain
diberikan biaya menjemput/mengantar jenaz
a. biaya pemetian;
b. biaya angkutan jenazah.

{1) Biaya perjalanan dinag sebagaimana dimaksud pada pasal 10
digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu |
a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati;
b.

® o o

i

g Tingkat G untuk Pegawai Negeri Sipil n

h.

dan ayat {7} diberikan berdasarkan tingkat
-7 {27 &

. Tingkat D untuk Pejabat Eselon 11B;

Pasal 11

Tingkat B untuk Pinpinan DPRD;

biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga

1, terdirnt ;

ayat (1},

Tingkat C untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IIA;

Tingkat E untuk Pejabat Eselon III dan P
IV;

Tingkat F untuk Pejgbat Eselon IV dan Pej:

Golongan IV serta Pojabat Fungsional Golo
Tingkat H untuk Pegawai Negeri Sipil Gol

ejabat Fungsional Golongan

abat Fungsional Golongan IIi;
on Eselon Golongan III dan
rngait il; :

longan 1, Golongaﬁ II, Calon

Pegawal Negeri Sipil flan Pegawai Tidak Tetap;
(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)

erjalanan dinas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut :
Uang Harian, sebagajmana tercantum pada Lampiran II;

a.
b.

f

Biaya Transportasi/Bahan bakar minyak,

pada Lampiran III;

Biaya Penginapan, sebagaimana tercantum
v &

sebagaimana tercantum

pada Lampiran IV;

Uang Representasi flan Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana

tercantum pada Lampiran V;

Biaya Pemetian dan |[Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan

dengan pengruktian /pengurusan jenazah s

Lampiran VI;

ebagaimana tercantum pada

(3) Pejabat fungsional sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf e,huruf f
dan huruf g adalah pe¢jabat yang menduduki jabatan fungsional yang

ditetapkan oleh Pejabat [yang berwenang;
(4) Lampiran-lampiran seH agaimana dimaksud

e e

pada ayat (2) merupakan



(1) Biaya perjalanan dinas

- 10 -
Pasal 12

dibebankan p

melaksanakan perjalanan dinas.
(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas tidak t

yang melaksanakan perjalanan dinas, maka

ada anggaran SKPD vang

ersedia pada anggaran SKPD
biaya perjalanan dinas dapat

dibebankan pada anggaran SKPD yang memiliki Program /Kegiatan.

(3) Dalam hal biaya perjalanan dinas pad

a Sekretariat Daerah tidak

mencukupi untuk tahun berjalan, maka Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Staf Ahli dan Asisten Sekda dalam melakukan dinas untuk
kepentingan Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran perjalanan

dinas pada SKPD lain.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ( tiga) juga berlaku bagi

Adc,
termasuk perjalanan

Supir dan Patwal yang menyertai
dinas yang mengikut
Bupati/Wakil Bupati/$ekda.

perjalanan dinas tersebut,
sertakan /mengikuti istri bagi

(5) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar
memperhatikan ketersediaan dana untuk melaksanakan perjalanan
tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 13

Pejabat Negara, Pimpinan /Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali
atau lebih) untuk perjalanian dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya-

biaya sebagai berikut:

a. uang harian, biaya

transportasi

pegawal,

biaya penginapan, uang

representasi dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

dan e;

1) dan ayat (2) huruf a, b, c,

b. biaya transportasi pegawai/bahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2}

huruf d;

c. biaya transportasi pegawai/bahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat {2) huruf f, dan uang harian

yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30%

(tiga puluh persen) dari uang

harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di
luar Tempat Kedudukan yang dilaksanakan

d. uang harian, biaya transportasi pegawai/keluarga, dan biaya penginapan

sebanyak-banyaknya 4

lebih dari 5 (lima) hari efektif;

(empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan

jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5



e. biaya transportasi seb agaimana dimaksud d
b, berupa biaya angkuitan umum melalui t
dari tempat kedudukan ke tempat tujuan

kedudukan;

Lo

dalam hal perjalanan
biaya transportasi seb

diberikan dan biaya transportasi diganti

minyak.

(1) Demi kelancaran pelaksanaan perjalanan
Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II

-11 -

dinas menggunakan
agaimana dimaksud

Pasal 15

lalam Pasal 10 ayat (I) huruf

ransportasi darat/laut/udara
serta kembali lagi ke tempat

kendaraan dinas, terhadap
pada huruf e tidak dapat

dengan biaya bahan bakar

dinas, maka Bupati /Wakil

menggunakan kendara:

(2) Terhadap perjalanan ¢
Pimpinan DPRD dan S

juga dapat menggunaks

(3) Terhadap perjalanan ¢
pengawalan khusus dati instansi vertikal,

(4) Bagi pejabat/pegawai i
menggunakan kendar;
persetujuan tertulis dg
SKPD.

(5) Sopir sebagaimana difnaksud pada ayat
merupakan pegewai ng
pegawai tidak tetap. Yar

(1) Uang harian, biaya penginapan, dan uang rt

diberikan apabila:

a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan

6 (enam) jam ;
b. menurut banyak harij
dinas;
¢. selama 2 (dua) hari

dalam hal harus berpindah ke alat angkuta

an dinas sebagai alat ¢

linas yang dilakukan
ckretaris Daerah sela
in ajudan.

Pasal 16

dan pejabat Eselon III dapat
ransportasi beserta sopir.

. oleh Bupati/Wakil Bupati,
in dapat menggunakan Sopir

linas Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan

negeri sipil selain dimaksud pada ayat (1) dapat
aan  dinas dan/atau sopir setelah mendapat
ri Bupati/Wakil Bupgti/Sekretaris Daerah /Kepala

1), ayat (2), dan ayat (4)

rgeri sipil paling tinggi golongan II /d dan/atau
1g diangkat dengan tugas sebagai sopir.

cpresentasi perialanan dinas
)

waktu sekurang-kurangnya

yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan

untuk transit menun

ggu pengangkutan lanjutan
n lain;

d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh

sakit/berobat dalam
dinas jatuh sakit;
e. selama-lamanva QN

hal pegawai yang se

(Qarmhilat FoaTy N TR |

lang melakukan perjalanan

) JEPRNINN,. 4 1 4 =



selama-lamanya 7
perubahan detaserin
selama-lamanya 3
selama-lamanya 3 (4
jenazah tersebut tid
almarhumah yang 1
meninggal saat mela
selama-lamanya 3 {
hegara /pegawai yg
kedudukan almarhuy
(2) Dalam hal perjalanan
melaksanakan suatu k
pejabat negara/pegaws
sama, sesuai dengar
ditetapkan untuk masis
(3) Waktu sekurang-kuran
ayat (1) huruf a ada
perjalanan dinas terma
(4) Perjalanan dinas yang
diberikan biaya perjals

II.
(5) Terhadap pelaksanaan

membebani peserta d
penyelenggara kegiatas
selama kegiatan ditan;
biaya penginapan unty
harian diberikan sebe;

mengikuti kegiatan.

(1) Biaya
dilaksanakan dengan

pengeluaran dan/atau |

(2) Dalam hal perjalanan d
perjalanan dinas belun
dapat dibayarkan setels

(3) Biaya perjalanan dinas
ayat (2) dapat dibayar ¢

pengeluaran dan/atau

dilakukan dengan mek

perjalanan di

- 12 -

(tujuh) hari setelah
g menjadi penugas pi;
{figa) hari di tempaf
iga) hari di tempat pe
ak dimakamkan di te
ersangkutan untuk
ksanakan perjalanan
tiga) hari di tempat
ng meninggal dan di
m /almarhumah yang

dinas dilakukan s
egiatan tertentu, peng
i dapat menginap 1
1 tingkat biaya pe
1g-masing pejabat neg

gnya 6 (enam) jam §

suk pergi dan pulang.

pgung oleh pihak pe

Pasal 17

nas dibayarkan

h perjalanan dinas se

anisme LS apabila p

lah keseluruhan wal

perjalanan dinas unt
lengan biaya setora
, dimana biaya peng

lk hari efektif kegiata
sar 60 % (enam pulj

S
menggunakan ual
pendahara pengeluar:

linas harus segera dil
1 dapat dibayarkan, 1

b yang telah dilaksan
lengan menggunakan
bendahara pengelus

diterima keputusan tentang
ndahan;

L penjemputan jenazah dan
makaman jenazah dalam hal
mpat kedudukan almarhum/
ejabat negara/pegawai yang
dinas;

pemakaman jenazah pejabat
imakamkan tidak di tempat
bersangkutan.

ecara bersama-sama untuk
yinapan /hotel untuk seluruh
ada hotel/penginapan yang
nginapan/hotel yang telah
ara/pegawai negeri.

ebagaimana dimaksud pada
Ktu yang digunakan untuk

p memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam,
nan dinas setinggi-ti
puluh persen) dari uang harian sebagaimans

gginya sebesar 60% (enam
L tercantum dalam Lampiran

uk mengikuti kegiatan yang
n/kontribusi kepada pihak
inapan dan biaya konsumsi
nyelenggara kegiatan, maka
n tidak diberikan dan uang
uh persen} dari hari efektif

ebelum perjalanan dinas
ng persediaan bendahara
an pembantu.

aksanakan, sementara biaya
naka biaya perjalanan dinas
lesai.

akan sebagaiman dimaksud
uang persediaan bendahara
iran pembantu serta dapat
erhitungan biaya perjalanan

dinas untuk 1 (satu) of

rang atau lebih di ata.

s Ro. 5.000.000 - { imag i1ita



(4) Pembayaran biaya per;
disertai dengan SPPD o

{1) Dalam hal jumlah hari
hari yang ditetapkan|
mempertimbangkan tz
representasi dan sew
tersebut bukan disebs
bersangkutan.

(2) Tambahan uang hariaj
kendaraan dalam kota
dipertimbangkan untul
ayat (1) huruf d, huruf

(3) Dalam hal jumlah hari
ternyata lebih dari 2 {
ayat (1) huruf ¢, maka
pemberian tambahan
dan sewa kendaraan
disebabkan kesalahan/

(4) Dalam hal jumlah hari
yang ditetapkan dalg
bersangkutan wajib mq
penginapan, uang repi
telah diterimanya.

(5) Ketentuan penyetoran |
uang representasi, d:
dimaksud pada ayat
dimaksud dalam Pasal

(6) Apabila pelaksanaan g
anggaran berkenaan da
pembayaran biaya pes
berkenaan dengan ketef

a. lama perjalanan ding
b. uang persediaan yar
bendahara pengeluaj

=13 -

alanan dinas sebagait
ampung dan bukti pet

Pasal 18

perjalanan dinas jabs
dalam SPPD, peja
imbahan uang haria
a kendaraan dalam
bkan kesalahan/kela

n, biaya penginapan,
sebagaimana dimaks
< hal-hal sebagaiman
e, huruf f, huruf g dan

tang harian, biaya pe
dalam kota sepanjan
kelalaian pejabat /peg

perjalanan dinas tern
m SPPD, maka pe
enyetorkan kembali k
resentasi, dan sewa |

xembali kelebihan uai
an  sewa kendaraan
(4) tidak berlaku 1
16 ayat (1) huruf f.

n berakhir pada tahus
jalanan dinas dilaky
ntuan :

1s dimaksud maksimi
g dikelola oleh bend:

menunggu sambungg
fua) hari sebagaiman
Pejabat yang berwena

‘an pembantu tersedia.

mana dimaksud pada ayat (3)
ndukung lengkap.

itan ternyata melebihi jumlah
bat yang berwenang dapat
n, biaya penginapan, uang
kota sepanjang kelebihan
laian pejabat/pegawai negeri

uang representasi dan sewa
ud pada ayat (1), tidak dapat
a dimaksud dalam Pasal 16
L huruf h.

an dengan alat angkutan lain
a dimaksud dalam Pasal 18
ng dapat mempertimbangkan
nginapan, uang representasi,
g kelebihan tersebut bukan
rawai negeri bersangkutan.

yata kurang dari jumlah hari
jabat/pegawai negeri yang
elebihan uang harian, biaya
kendaraan dalam kota yang

g harian, biaya penginapan,
dalam kota sebagaimana
antuk hal-hal sebagaimana

erjalanan dinas dilaksanakan pada akhir tahun

1 anggaran berikutnya, maka
ikan pada tahun anggaran

am 7 (tujuh ) hari;
ahara pengeluaran dan/atau




PELA

Administrasi dz

Untuk keseragaman dan
perjalanan dinas, bentuk
biaya perjalanan dinas 1
tidaic terpisahkan dengan

(1) Perjalanan dinas dilak
oleh Pejabat yang ber
sebag]

pada Lampiran I
Bupati ini.

(2) Pejabat
perjalanan dinas yang
pada kantor/satuan ke

(3) Dalam hal perjalanan ¢
SKPD yang sama deng
dibuat atas nama 1 (s
dalam kolom pengikut.

{4) Pejabat yang berwenar]
alat angkut yang digun;
perjalanan dinas deng;
tersebut.

(1) Penetapan jumlah hari

dengan berjalanan lua
kedinasan ditambah juy

oA
=7

a. apabila hari efektif

kabupaten /kota dal:
maka lamanya perj
berjumliah 3 (tiga) haj

b. apabila kegiatan luar

yang berwer

Penetapan jumlah harj
ayat (1), dilakukan seba

- 14 -

BAB V
KSANAAN PERJALAN
Bagian Pertama

in Perhitungan Laman

Pasal 19

tertib administrasi be
dan tata cara pengisi

Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

al bagian yang tidak t

1ang  hanya dapat
biayanya dibebankan
rja berkenaan.

linas yang dilakukan ]
yan maksud dan tuj:
jatu) orang dan nami

q

1g dalam penerbitan |
akan oleh yang bersan
an memperhatikan ke

Pasal 21

perjalanan dinas dal;
r daerah, disesuaikan
mlah hari selama dals

¢ perjalanan dinas st
gai berikut :

alanan dinas dalam
1.

perpedoman kepada L

bkan berdasarkan SP
wenang menurut cor

kegiatan di ibukots
am wilayah provinsi |

daerah di luar wilay

AN DINAS

va Perjalanan Dinas

rkenaan dengan pelaksanaan
an SPT, SPPD, serta besarnya
ampiran sebagai bagian yang

T dan SPPD yang diterbitkan
itoh  sebagaimana tercantum
rpisahkan dengan Peraturan

menerbitkan SPPD  untuk
pada anggaran yang tersedia

ebih dari 1 (satu) orang pada
lan yang sama, maka SPPD

A yang lainnya dicantumkan

SPPD, sekaligus menetapkan
gkutan untuk melaksanakan
pentingan dan tujuan dinas

am SPT dan SPPD  bekaitan
antara hari efektifl tugas
im perjalanan pergi-pulang.

cbagaimana dimaksud pada

' §

L provinsi atau di ibukota
Jambi selama 1 (satu) hari,

SPT dan SPPD maksimal

ah provinsi Jambi selama 1

(satu) hari , maka pe

L oias CATITYTN 1. T e

ncantuman lamanya |

perjalanan dinas dalam SPT
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Bag

i)

ian Kedua

Pengisian dan Perhitungan Ra

Pasal 22
(1} §

PPD merupakan alat| pelaporan, pertanggu

g-kurangnya rangkap
oleh pejabat yang b rwenang menurut k
Peraturan Bupati ini, {engan ketentuan:

a. asli SPPD digunakan untuk bahan per
bendahara pengeluaran sesuai dengan ke

b. photo copy SPPD dipergunakan sebagai 1
pejabat SKPD yang melaksanakan fungsi

(3) Tulisan yang terd
penghapusan/sejenisnya atau tulisan lain N£

{(4) Untuk setiap perubahan tulisan pada SP]
dengan garis dua pada tulisan yang diuk
baru dengan dibububhi paraf dari pejabat yan

(5) Terhadap hal-hal diluar ketentuan yang diat
ayat (4), maka atas |penerbitan SPT dan
dilakukan pembayar berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 23
(1) Pada SPPD harus menc¢antumkan :

a. tanggal berangkat |dari tempat kedudy
tanda tangan pejab:

dibubuhi stempel d

b. tanggal tiba d tanggal berangkat
dikunjungi dengan dibubuhi stempel dan
pada tempat yang dikunjungi.

c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan

(2) Pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi
ayat (1) huruf b antara[lain:

a. sekurang-kurangnya pejabat struktur in
busat, provinsi atay kabupaten/kota yang

a Teknis Dinas,
rretaris Dusun, Ketua
ada di lingkungan Kal

b. Kepaia Unit Pelaks
Kecamatan, Rio/Sek
pemerintah yang bey

c. Pejabat berwenang p

at pada SPT daz

kets

ada lembaga lainnya ¢

mpung SPPD

ngjiawaban, dan pengawasan.

2 (dua) dan ditandatangani
cetentuan yvang diatur dalam

tanggungjawaban keuangan
tentuan yang berlaku.

pahan administrasi/arsip bagi
pengawasan.

1 SPPD tidak boleh ada
ang tidak diperlukan.

[ dan atau SPPD dilakukan
ah dan kembali ditulis yang
g memberi perintah.

ur pada ayat (2), ayat (3), dan
SPPD tersebut tidak dapat
ntuan  yang diatur dalam

Ikan/tempat tinggal dengan
at yang berwenang.

dari tempat-tempat yang
tanda tangan pejabat terkait

dibubuhi stempel dan tanda

sebagaimana dimaksud pada

Istansi pemerintah ditingkat
y dikunjungi.

Camat dan atau Sekretariat

RW, Ketua RT dan instansi
bupaten Bungo.

li luar instansi pemerintah.



PERTANG

Pejabat/Pegawai yang |
dokumen pertanggungja

Dokumen pertanggungja|
terdiri dari SPT, SPPD bed

(1) Setiap Kepala SKPD

pelaksanaan Peratur:

masing.

(2) Pejabat yang berwenal
hanya untuk hal-hal .
mengadakan penghen]
dan lamanya perjalans

(3) Pejabat yang berwena
hanya untuk hal-hal 3
mengadakan penghem
dan lamanya perjalang

{4) Pejabat yang berwenar
dinas bertanggung jay
negara/daerah sebaga
yang bersangkutan
dimaksud.

(5} Terhadap kesalahan,

pada ayat (3) dapat diks¢
a. tuntutan ganti rugi s

b. hukuman administ
ketentuan yang berl:

GUNG JAWABAN PER

melakukan perjalana;
waban biaya.

waban biaya sebagain

- 16 -

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

serta bukti pengeltuar;
Pasal 26

yang berwenang bert:
an Bupati ini dalan

ng wajib membatasi
yang mempunyai prig
latan dengan mengur
n dinas.

ng wajib membatasi
ang mempunyai prio
atan dengan mengur:
n dinas.

g dan Pejabat/ Pegaws
jab sepenuhnya atas

i akibat dari kesalah
dalam hubungannya

kelalaian, dan kealp

enakan tindakan beru

sesuai dengan ketentul
ratif dan tindakan-

. JALANAN DINAS

N dinas wajib menyampaikan

1ana dimaksud dalam Pasal 24
an riil.

anggungjawab atas ketertiban
1 lingkungan SKPD masing-

pelaksanaan perjalanan dinas
ritas tinggi dan penting serta
angi frekuensi, jumlah orang,

belaksanaan perjalanan dinas
ritas tinggi dan penting serta
ngi frelkuensi, jumlah orang,

i yang melakukan perjalanan
kerugian yang diderita oleh
an, kelalaian atau kealpaan

dengan perjalanan dinas

aar sebagaimana dimaksud
pa: -

an perundang-undangan;
tindakan lainnya menurut

Lebl
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Dalam hal Bunati /\Wal-1

.
AN N



Dalam rangka penghem
perjalanan dinas apab
menggunakan sarana ko

Dalam hal tertentu yakni
terhadap pelaksanaan s
dapat memberi perintah

pimpinan/anggota DPRD,
sedang melaksanakan pe

a. maksud dan tujuan
dinas sebelumnya;
maksud pelaksanaan
dinas sebelumnya me

.

{1) Bagi pejabat yang me]
hak dan fasilitas
jabatannya sesuai den;

(2) Ketentuan-ketentuan
perjalanan dinas yang
Daerah.

(1) Dalam  hal perjals
DPRD/Sekretaris D4
isteri/suami dapat dib
eselon Il.b.

(2) Dalam hal perjalanan
perseorangan, organis;
pegawai negeri sipil
setelah mendapat perse

(3) Biaya perjalanan dinasg

biaya perjalanan dinas

=17 =
Pasal 28

G

an anggaran, sedap
a sesuatu urusan
unikasi.

Pasal 29
dalam rangka efisien
atu kegiatan kedinas
erjalanan dinas berik

pegawai negeri dan /3
jalanan dinas, dengan

erjalanan dinas terse

Pasal 30

dalam Peraturan

ayai setara dengan bi

dan bukan pegawai

rtujuan dari Bupati.

golongan II.

Pasal 32

erjalanan dinas terse
ipun pada tempat tu

aksanakan perjalanar
fasilitas yang diper
ran ketentuan peratur

i
dibiayai dari Anggax

dinas yang dalam pe
nsi masyarakat, orgaj

3 dimaksud pada ayat

it mungkin tidak melakukan
dapat diselesaikan dengan

Jot ot

ailadi

si dan/atau ketep waktu
san, pejabat yang berwenang
itnya kepada pejabat negara,
atau pegawai tidak tetap yang
kriteria sebagai berikut :

but berbeda dari perjalanan

ebut berbeda dari perjalanan
jjuan yang sama.

1 dinas tetap memiliki hak-
oleh berhubungan dengan
an perundang-undangan.

3upati ini  berlaku untuk
an Pendapatan dan Belanja

Pasal 31
man  dinas  Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan
erah  yang undangannya mengikutsertakan

aya perjalanan dinas pejabat

rintahnya mengikutsertakan
nisasi sosial lainnya bukan
tidak tetap dapat dibiayai

(2) dibayar setara dengan

Untuk perjalan

an dinas

ERE I S mERs o -

vang belum diatur g

lalam Peraturan Bupati ini
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupdti ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Tg¢naga Tidak Tetap |di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo (Berita|Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan| Rakyat Daerah dan Tenaga
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

itetapkan di Muara Bungo
da tanggal 62 - ©4 — 2017

T
—'%

-3

UPATI, BUNGO,

Diundangkan di Muarna Bungo
pada tanggal €3 — ¢4 — 2017

XABUPATEN BUNGO,

VBAPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 1




LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR ] TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUNGO
A. Contoh Bentuk Surat| Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh
Bupati
= Z g
BUPATI BUNGO
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/2017
o S R e R
MEMERINTAHKAN
Kepada v 1o Nama |
Pangkdt/Gol: ...l
NIP
Jabatap  :
2. Nama | ¢
Pangkalt/Gol: ...l
NIP T
Jabatan .
Untuk Pl
T T PSSRSO R
Be v beenii i
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal
BUPATI BUNGO,




B. Contoh Bentuk Surat Pg¢rintah Tugas (SPT) ya

Bupati

Dasar

Kepada

Untuk

NGO

....................................

pada t

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ JSPTY20LT
MEMERINTAHKAN:

1. Nama | e

Panisleal / (Ol wsonmumimin i e bl sioimmsminsins

NIP |

Jabatan oo

2. Nama O SR

12 =Ealed oz b€ o1 SNRIUIUPNPINT, S———————

NIP U | R

Jabatan

T e e it e e

N R TS RS
3. Dst.....

Ditetapkan di Muara Bungo

anggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

ng ditandatangani oleh Wakil



C. Contoh Bentuk Surat Perntah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atas nama Bupati

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/2017
Dasar e b
MEMERINTAHKAN:
Kepada 1. Nama | @,
PEroRal PO o oriusisiscisiisiatti duinessnneensnns
L L T TP PUUN Y NP
Jabatan
2. Nama T I T TUCTIF DTN
Pangkat/Gol: ......cooooo
NIP G BBARAREE A GRIEEAEAER G n e b b wn e m
Jabatal o
Untuk N S O PSPPI PP OUTOT DR NPT
2/ TR SO STPSTN TSP
3. Dstoi

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

aln. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,




D. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yanlg ditandatangani oleh Asisten
Sekretaris Daerah atas najma Bupati

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaler Nomor 503 Rimbo Tengah (3[7214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

[

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT|/2017

Dasar SN

........................................................................

Kepada : 1. Nama o oo s
Pangkalt/Gol: ........cooco
NIP ST PR ATRTS)
Jabatan L bwiniuas o s Ens 048808 hRAR| HIAIRERARSS LASS

2. Nama ST IO
Paiigleal fCIOl! .o cinsisisiasiisssssirsesfrasiaviasnsnass
NIP AR IR
Jabatan PPN PP

Untuk - O A | [

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ..ccvvveeennnenns .

)

......................................




E. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepéﬂa
SKPD atas nama Bupati
PEMBERINTAH KABUPATEN BUNGO
..}b.... (nama SKPD)
Jalan ...{.......... Nomor ............. (KO POS) wv s o s i
Telepon (0747) ..coocoennnnn. Fax (0747) |......co.....
i R P AT e S = BN
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/2017
TDBESHIE . U o o nnie o sk s s 5 S R § 25 S A 08 £ R 5 1 S 0 § S
MEMERINTAHKAN:
Kepada 1. Nama |0 0
Pati@ et [GOL: ..iesicresisobon s shem e b o sdies smeinien
NIP | e
B2 iz z= o TR EURRNN SR ——
2. Nama | @ b
Pangkdt/Gol: ..o
NIP |
JEBEIAR 1 .iieaiecicabissmiete et unsdsibsnneies
Untuk L bt 5 B A o o 4 LB 2 B e 25 e U S B e
De enseborvanefueterenanrneessnitntenensrionsenseliensiisrtrnsrins
B0 eeuheraralavenrnannrnraraesiersanisenianeessishesresinensisers
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal
a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA ... (nama SKPD),
PANGKAT
NIP.




F. Contch Bentuk Surat Pe

SKPD

Dasar

Kepada

Untuk

rintah Tugas (SPT) yan

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..}.... (nama SKPD)

Jalan ......)...... Nomor ............. (Kode POS) o i s «
Telepdn (0747} . cvovmpnes ss Faxk (0747 v soomsensy

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT|/2017
MEMERINTAHKAN:
: 1. Nama e s e e b e
Parighat fGEle ..o ivsssmmommssnes fmmusnmpmsssmms
NIP L S ] e,
Jabatan E e e s R S SR LA
. Nama - EPUSUOTPITTTEEY TN
Paitiglea /GOl o sosussvsnnssassasssrnssonssisanpaesnss
NIP R
Jabatan T e A R e s g g
Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal

KEPALA ... (nama SKPD),

NIP.

PANGKAT

g ditandatangani oleh Kepzila



G. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat
atas nama Kepala SKPD

PEMHERINTAH KABUPATEN BUNGO

..1.... (nama SKPD)

Jalan ... Nomor ............. (Kode Pos) ..o,
Telepan (0747) .....coo...... Fax (O747) Jo v

SURAT PERINTAH TUGAS

| NOMOR : 090/ /SPTY2017
Dasar N S S N
MEMERINTAHKAN:
Kepada : 1. Nama PRPT—— SO
Pangkat/Gol: .......oooooo b
NIP SN VO
Jabatan . B
2. Nama T ST
Pangkap/Gol: ..ol
NIP A UO SR
Jabatan U NUTUORER
Untuk 2 rrer | [T oy SO
. R S O
R e DY) N

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. KEPALA ... (nama SKPD)
..s.(nama JABATAN),




H.1.Contoh Bentuk Surat Rerintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Bupati (halaman d¢pan)

Lembar Ke: .ooovviiiiiiieiiinieaaannns
Kode NO | & oiiiiiiiiiieeieeeienennn
Nomor

................................

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah Bupati Bungo

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a.Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan

perjalanan

. Maksud Perjalanan Dnas

¢>,

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalangn Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi

b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal




H.2. Contoh Bentuk Surat Rerintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani

oleh Bupati (halaman belakang)

SPPD No

---------------------------------

Berangkat dari
(tempat kedudukam]: v s

Pada tanggal ...,
€ - N
II. Tiba di S wen s A Berangkat dari ! ..o,
Pada tangual  § o bamapessmommmsrrmmpmssonmmmss 4 A R S S WU AU
Kepala Padg tanggal ...,
Kepala
II. Tiba di R T S Berangkat dari ...
Pada tanggal ..o, Be | ooy
Kepala Pada tanggal RO SUSRTRIPN
Kepala
IV.
Tiba di QR R RO —— Berangkatdari ...
Padatanoumdl 7 olussnbiermsssssss s Ke | el s
Kepala Pada tanggal ...,
Kepala
V. Tiba kembali di :
Pada tanggall :

Telah diper
perjalanan te
perintahnya
jabatan dalaz

iksa, dengan keterangan bahwa
rsebut di atas benar dilakukan atas
dan semata-mata untuk kepentingan
mn waktu yang sesingkat-singkatnya.

BUPATI BUNGO,:

NAMA

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yvang berwenang menerbitkan SPPD,

pegawai yvang melakukan perjalanan

dinas. nara peiabat vane mencesahkan tanocoal berancokat/tiba serta Bendahara



L.1. Contoh Bentuk Surat|Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Wakil Bupati (halaman depan)

BUPATI BUNGO

Lembarke: ......coouvevineivinii .
Kode NO  : oioiivviieiiii
Nomor S TR il e o e R

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah Bupati| Bungo

2. Nama Pegawai yang|diperintah

3. a. Pangkat dan golonigan menurut
PP No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan

perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

S. Alat angkut yang digergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkaf
c. Tanggal harus kembali

8 . Pen gikut 1 ..................

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi

b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal




1.2. Contoh Bentuk Surat Pg¢rintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Wakil Bupati (halaman belakang)

SPPOND | 5 ssssessssemnasimensssissins
Berangkat dari
(tempat kedudukan): ........oooiiiiiiiian
Pada tanggal SRR PIPI P
Ke | e
II. Tiba di VRTINS O S — Berangkat dari @ ....cccoeeeiiniennnnnn. b
Pada taigeal 1 coondicsanbsssmsmsammnssmsms 4= S N - o
Kepala Pada tanggal B o onsad o B ek o 5 135 68
Kepala
II. Tiba di ST IR, O — Berangkat dari  : ..c.ocoviviiiiiiniiiin
Pada tamiggal 1 ol smmms s /4 2 I A —
Kepala Pada tanggal OSSN S———
Kepala
IV.
Tiba di D ssesashenssudensesansannnrrasanevanss Beranghat dafi 1 ooovemssasciss sasfsiassars
Pada taniggal 4 sooadeesssfissranesssrsnssesses Ke L § e s i S S SRS
Kepala Pada tanggal SRR S
Kepala
i Tiba kembali di| :

Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan
i na rara Heiathat valo menceceahlkan tanooal berancgkat/tiba serta Bendahara




J.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangaini
oleh Sekretaris Daerah gtas nama Bupati (halaman depan)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thalier Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

Lembar Ke: . iiscioisessisssinsssases
Kode NO |1 coeieriiiiirieeeneinennaanes
Nomor S bt Le bR RN eR s s

SURAT|PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah Bupati Bungo

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan

perjalanan

£

. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggargn
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-lain

J

Ditetapkan di Muara Bungo
pada [tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,




J.2. Contoh Bentuk Surat P
oleh Sekretaris Daerah 4

erintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
itas nama Bupati (halaman belakang)

SPGB ieesenssamcenassssensssneanes
Berangkat dari
(tempat kedudukan): ......ccooeviiiniiiiiiiinnnn.
Pada tanggal D isussarissatentahgs pmreRRanauEs
Ke | e e
PR e - 1o AR I nues, N ——— Berangkat dari : ...c.cooieiiiiiiiene. -
Pada tanggal ...l Ke | | g ainecmmmedion
Kepala Pada tanggal ...
Kepala
ME. Tibadi I .csacdesssussssmassavsss Berangkat dari ...,
Poda femaggal 2 divoevimmmminmoemiasdaniss 17+~ 2 [ R U -
Kepala Pada banggal 1 ccsumssmmasims e
Kepala
V.
Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal sodesabommmensemmisimmmsasin Ke | i
Kepala Pada tanggal
1125 512 1 > R ————— "
Tiba kembali di :
Pada tanggal -
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya. -
a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,
PANGKAT
NIP
V1. CATATAN LAIN-LAIN
7IY O DITATTAN



K.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Asisten Sekretaris IDaerah atas nama Bupati (halaman depan)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaler Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

Lembar Ke . tiiiiiiiiiiiiicriieeianes
Kode NO | & cereeeiiiiiiiieiiinneenenns
Nomor e s s e e e

SURAT|PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah Bupati Bungo

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan

perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkaf]
c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada [tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.

e




K.2. Contoh Bentuk Surat H
oleh Asisten Sekretaris |

SPPD No

erintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangéni
Daerah atas nama Bupati (halaman belakang)

.................................

Berangkat dari
(tempat kedudukan): .....cooeeieeiiiiiniinin

Pada tanggal

Ke

.................................

.................................

II.

Tiba di
Pada tanggal
Kepala

.........

.........

.............

Pada tanggal
Kepala

Berangkat dari

..............................

...............................

...............................

I11.

Tiba di
Pada tanggal
Kepala

........

--------

ssecbvascsss

............ Ke
Pada tanggal
Kepala

Berangkat dari

------------------------------

.............................

------------------------------

IV.

Tiba di

Pada tanggal

Kepala

.......

.......

--------------

.............. Ke
Pada tanggal
Kepala

.........

Berangkat dari

..............................

..............................

...............................

Tiba kembali di :

Pada tanggal

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa

perjalanan

tersebut di atas benar dilakukan

atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang

sesingkat-s

ingkatnya.

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.
ASISTEN....... ,

......................................

PANGKAT
NIP

Vi.

CATATAN LAIN-LAIN

AT

PERRPLITATIAN




L.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinds (SPPD) yang ditsndatangani
oleh Kepala SKPD atas rjama Bupati (halaman depan)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

.ih.... (nama SKPD)

Jalan .|l NOmOT s sevssszass (Kode HOS) ...convsssrivrcenes
Teleppn (07 A7) corviersasesns Fax (0747) oooeeennennnne

Lembar KE:. coviivieriiiireeieieneeenenaanan
Kode NO | & evieeiiiiniiiiiiiiinteanenaenes
Nomor S it il B e R ST

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah | Bupati Bungo

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan golongan
' menurut
PP No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan
perjalanan

4. Maksud Perjalanan IDinas

Alat angkut yang dipergunakan

w

6. a. Tempat berangkat|
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanpn Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggatan
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
padal tanggal :

a.n. BUPATI BUNGO

I — — i S



L.2.

Contoh Bentuk Surat H
oleh Kepala SKPD atas

nama Bupati (halaman

SPPD No

Ke

perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani

belakang)

--------------------------------

Berangkat dari
(tempat kedudukan): ...
Pada tanggal

--------------------------------

................................

. Tibadi e, Berangkat dari ...
Pada tanggal 1 feeeiiie. Ke | e
Kepala Pada tanggal @ .coeveieiiiininiiien

Kepala

OI. Tibadi @ Berangkat dari ..o,
Pada tanggal Ke | s
Kepala = o Pada tanggal .

Kepala
V.
i1 - 1 c o S | P | e Berangkat dari @ ..oeceeeieiie.
Pada tanggal Ke | eiicienesecessciieabn.
Kepala Pada tanggal @ .cceeeiiiiniiinen
Kepala
V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar
dilakukan | atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.
a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA... (Nama SKPD),
PANGKAT
NIP
ViI. CATATAN LAIN-LAIN
X7IT TYITDLTATTAN



M.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Kepala SKPD (halaman depan)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

.othe.. (nama SKPD)

Jalan. st seesn NOMOT «evveanennens (Kode PoSs) s vevmsnnes

(44—, Fax (0747) hoveeecos

Telepoi

Lembar ke[t ..ooovviennnen ereeneanesseaens
Kode NO |5 coriiiiriineeeeeeeaaecannnns
Nomor e

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberj perintah Kepala... (Nama SKPD)

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan |golongan
menurut
PP No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut pgraturan
perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

Alat angkut yang dipgrgunakan

i

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalangn Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kenibali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

REPALA ..... (nama SKPD)



M.2. Contoh Bentuk Surat F

oleh Kepala SKPD (halaman belakang)

erintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani

SPPD NO | e
Berangkat dari
(tempat kedudukan): ...
Pada tanggal = e
Ke | ccssssmeessssieennisedsisfes
. Tiba di Berangkat dari  : ...,
Pada tanggal  .ceeeeeendeeeeiiinenn. Ke L s epmnvens nomnos ReASSBET SRR
Kepala Pada tanggal e
................................ Kepala
1I. Tiba di Berangkat dari @ ..o
Pada tanggal e feeenninennnens Ke - S SR,
Kepala e Padajtanggal .o
Kepala
V.
Tiba di = ¢ e Berangkat dari .o
Pada tanggal e Ke SO PP et
Kepala Pada/tanggal = 1 .eeeeereerirennineeiieenn
Kepala
L/ Tiba kembali di :
Pada tanggal 3
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan |tersebut di atas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
KEPALA... (Nama SKPD),
PANGKAT
NIP
Vi. CATATAN LAIN-LAIN
VII. PERHATIAN |

Pejabat yang berw
perjalanan dinas, paj
Bendahara Pengelual
keuangan negara

R s o i e e

enang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
'a pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
ran bertanggung jawab| berdasarkan peraturan-peraturan
npabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan,




N.1. Contoh Bentuk Surat Rerintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Pejabat atas nama Kepala SKPD (halaman depan)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..}.... (nama SKPD)

Jalan ... NOMOT ..ucvuveennes (Kode POS) .vocenemsnavanseing
Telepan (0747) ...ccccu.e.... Fax (0747) J.ccccueenene.
Lembar K€: .oovveviveireenrneneencnnenns
Kade NG |2 s sesmsssasssssnassnssss
Nomor R,

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah Kepala... (Nama SKPD)

2. Nama Pegawai yang digerintah

3. a. Pangkat dan | golongan
menurut
PP No. 6 Tahun 1997

bh. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan
perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakari

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan|Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-laif

=

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

an. KEPALA ..... (nama SKPD)



N.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Pejabat atas nama Kepala SKPD (halaman belakang)
SPPD NG | 8 commesmssemamemrssonsiongod
Berangkat dari
(tempat kedudukan): .........cooiiinin
Pada tanggal = .
Ke | licousmsessmsmromumrtoo
. Tiba gl 2 chirpeeeciesmerssmssssnomsses Beranpkat dari  : ..cocossusamsesssedums
Pada tanggal @ i Be | 4 casmnsssesssssamenmssesEmss
Kepala Pada tanggal @ ..cccvveceesiimnanienapainen.
Kepala
Tt Pibadl. 8 aboassslmsenmmeayesanymene Berangkat dari @ ...
Pada tanggal deccfemmereisiieanieni.. Ke | 1 eeeseeieseeinecinesiooes
Kepala Pada ffanggal I ssccammssmmsmsmunmpsnsvese
Kepala
V.
Thadi % essessmnevsereteaiis Beramgkat dari .o
Pada tanggal  § Liosleeseesmensmmn i T I U CUERR R ———
Kepala Padatanggal § swmesmermmeonccoepasinis
Kepala
V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan |tersebut di atas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
a.n. KEPALA... (Nama SKPD),
..... (nama JABATAN)
PANGKAT
NIP
VI. CATATAN LAIN-LAIN
Vil. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
" Yy s ealhlan tanocoal heranoleat/tiba serta



0. Contoh Bentuk Rincian Biay

RINCI

o AT A
pangkat/Golongan -
Jelpmbagh s o ST

Lampiran gpPPD Nomor & .-

Tanggal
Malksud Perjalanan
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LAMPIRAN 1I ;
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 4  TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN DINAS|DALAM NEGERI BAGI |PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
UANG HARIAN .
(dalam rupiah)

No Uraian Tingkatan Uang Harian

Gol A Gol B Gol C Gol D Gol E Gol F Gol G Gol H Ret
A. LUAR PROVINSI
| 1| Aceh 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000|| 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
| 2. | Sumatera Utara 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000|| 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
3. | Riau 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000|| 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
4 Kepulauan Riau 1.100.000 | 1.(050.000 | 1.000.000 | 500.000|}| 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
5. | Sumatera Barat 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000| | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
6. | Sumatera Selatan | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000| | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
' 7. | Lampung 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000| | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
.(8. Bengkulu 1.100.000 | 1.050.000 1.000.000 | 500.000 450.000 400.000 350.000 {300.000
9. | Bangka Belitung 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
| 10. | Banten 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
| 11. | Jawa Barat 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
;12. D.K.I Jakarta 1.200.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 |400.000
i13. Jawa Tengah 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
| 14. | D.1.Yogyakarta 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
‘15. Jawa Timur 1.100.000 1.[050.000 | 1.000.000 | 500.00Q 450.000 400.000 350.000 |300.000
lb Bah 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.00( 500.000 | 450.000 | 400.000 {350.000
V- ggfg‘t%“ggam 1.150.000 | 1/100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
e ?‘fgi?enggam 1.150.000 | 1]100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
\19. Kalimantan Barat | 1.100.000 | 1/050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
20. | Kaljmantan Tengah | 1.100.000 | 1]050.000 | 1.000.000 | 500.00 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
l 21 Kalimantan Selatan | 1.100.000 | 1[050.C00 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
| 22. | Kalimantan Timur | 1.150.000 | 1/100.000 | 1.050.000 | 550.00 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
23. | Kalimantan Utara | 1.150.000 | 1}100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
| 24. | Sulawesi Utara 1.100.000 | 1/050.000 | 1.000.000 | 500.00p | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
SRR 1.100.000 | 11050.000 | 1.000.000 | 500.00p | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
26, | Sulawesi Barat 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400,000 | 350,000 |300.000
27, Sulawesi Selatan 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
28. | Sulawesi Tengah 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
29. | Sulawesi Tenggara | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
30. Maluku 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.00C |300.000
31. | Maluku Utara 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
32. | Papua 1.200.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 600.040 | 550.000 | 500.000 | 450.000 |400.000
!33> Papua Barat 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450,000 | 400,000 |350,000







